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Abstrak, sampai saat ini persoalan yang belum terpecahkan secara nasional adalah 
masalah pengangguran yang tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia. Di lain pihak 
banyak siswa yang telah lulus dari lembaga pendidikan menjadi pengangguran, tidak siap 
untuk menjadi tenaga kerja yang produktif, sehingga menjadi beban keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi tersebut, salah satu permasalahan adalah para 
siswa/mahasiswa yang merupakan produk sistem pendidikan yang diselenggarakan tidak 
berfokus pada mutu.  
 
Kata kunci: Rancangan, Mutu, SMK. 
 
 
Pendidikan yang berfokus pada mutu 
menurut Juran dalam Sallis (2007) peran 
kepemimpinan dalam mutu pada aturan 
85/15 menjadi sesuatu yang sangat 
dibutuhkan. Juran menjatakan 85% masalah 
mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil 
desain proses yang kurang baik, sehingga 
penerapan sistem yang benar akan meng-
hasilkan mutu yang benar. Sedangkan 
menurut Juran 85% masalah tersebut tang-
gung jawab manajemen. Dasar misi mutu 
sebuah sekolah menengah kejuruan me-
ngembangkan program dan layanan yang 
memenuhi kebutuhan pengguna seperti sis-
wa/mahasiswa dan masyarakat. Masyarakat 
dimaksud adalah secara luas sebagai peng-
guna lulusan, yaitu dunia usaha, lembaga 
pendidikan lanjut, pemerintah dan masya-
rakat luas, termasuk menciptakan usaha 
sendiri oleh lulusan.  
Menurut Crosby dalam Sallis (2007) 
mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau 
distandarkan, yaitu sesuai dengan standar 
mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, 
prosesnya maupun outputnya. Oleh karena 
itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan 
sekolah menengah kejuruan dituntut untuk 
memiliki baku standar mutu pendidikan. 
Mutu dalam konsep Deming dalam Sallis 
(2007) adalah kesesuaian dengan kebutuhan 
pasar. Dalam konsep Deming, pendidikan 
yang bermutu adalah pendidikan yang dapat 
menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan 
lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan 
pelanggannya. Sedangkan Fiegenbaum da-
lam Sallis (2007) mengartikan mutu adalah 
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full cus-
tomer satisfaction). Dalam pengertian ini, 
maka yang dikatakan sekolah menengah 
kejuruan bermutu adalah sekolah menengah 
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kejuruan yang dapat memuaskan pelang-
gannya, baik pelanggan internal maupun 
eksternal. 
Pada tulisan ini akan dipaparkan ba-
gaimana sekolah menengah kejuruan agar 
dapat mewujudkan mutu lulusan sesuai ha-
rapan para lulusan, orang tua, pendidikan 
lanjut, pemerintah dan dunia usaha serta ma-
syarakat, melalui penerapan prinsip mutu 
dalam pendidikan, mengorganisasikan mutu, 
membentuk satuan tugas mutu, perbaikan 
berkesinambungan dan implementasi unit 
penjaminan mutu di sekolah menengah ke-
juruan.   
Manajemen Mutu Terpadu merupakan 
metodologi yang jika diterapkan secara tepat 
dapat membantu para pengelola atau 
penyelenggara pendidikan di lembaga pen-
didikan termasuk sekolah menengah kejuru-
an dalam mewujudkan penyelenggaraan 
pendidikan dan lulusan yang dapat meme-
nuhi atau melebihi keinginan atau harapan 
para stakeholder-nya.    
Manajemen Mutu Terpadu yang se-
ring disebut dengan  TQM (Total Quality 
Management) yaitu suatu pendekatan dalam 
menjalankan usaha yang berusaha memak-
simalkan daya saing organisasi melalui per-
baikan terus menerus atas produk, jasa, te-
naga kerja, proses dan lingkungannya. Ber-
dasarkan pengertian tersebut, maka penye-
lenggaraan pendidikan dengan manajemen 
mutu terpadu adalah menyelenggarakan 
pendidikan dengan mengadakan perbaikan 
berkelanjutan, baik produk lulusannya, pe-
nyelenggaraan atau layanannya, sumberdaya 
akademik yang memberikan layanan, yaitu 
kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi, 
para guru, pustakawan, laboran dan staf 
administrasi, proses layanan pembelajaran-
nya dan lingkungannya.  
Proses menuju sekolah menengah ke-
juruan bermutu terpadu, maka kepala seko-
lah/pimpinan perguruan tinggi, para guru, 
pustakawan, laboran staf administrasi, siswa 
/mahasiswa dan komunitas sekolah meneng-
ah kejuruan harus memiliki obsesi dan kom-
itmen terhadap mutu, yaitu pendidikan yang 
bermutu. Memiliki visi dan misi mutu yang 
difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan 
harapan para pelanggannya, baik pelanggan 
internal, seperti guru, pustakawan, laboran 
dan staf administrasi, maupun pelanggan 
eksternal seperti siswa/mahasiswa, orang tua 
siswa/mahasiswa, masyarakat, pemerintah, 
pendidikan lanjut dan dunia usaha.  
Pelanggan pada lembaga pendidikan 
terdiri dari pelanggan eksternal dan internal. 
Pelanggan eksternal utama sekolah meneng-
ah kejuruan adalah siswa/mahasiswa dan se-
kaligus sebagai input utama (main input) ya-
ng akan diproses menjadi lulusan. Pelang-
gan eksternal kedua dan seterusnya adalah 
orang tua, dunia usaha, pemerintah dan pen-
didikan lebih lanjut. Sebagaimana telah di-
sebutkan sebelumnya, bahwa sekolah mene-
ngah kejuruan yang bermutu adalah sekolah 
menengah kejuruan yang dapat memenuhi 
atau melebihi keinginan, harapan dan kebu-
tuhan pelangannya. 
Pelanggan internal maupun eksternal 
merupakan driver. Pelanggan eksternal me-
nentukan kualitas produk atau jasa yang di-
sampaikan kepada mereka, sedangkan pela-
nggan internal berperan besar dalam menen-
tukan kualitas tenaga kerja, proses dan ling-
kungan yang berhubungan dengan produk 
atau jasa. 
Untuk mewujudkan pendidikan yang 
dapat memuaskan pelanggan eksternal se-
perti tersebut di atas, maka kepala seko-
lah/pimpinan perguruan tinggi terlebih da-
hulu harus memuaskan pelanggan internal-
 JURNAL TEKNIK MESIN, TAHUN 23, NO. 1, APRIL 2015 37 
nya, yaitu para guru, pustakawan, laboran, 
tenaga administrasi. Para personil yang 
merupakan pelanggan internal inilah meru-
pakan pihak penentu dalam mewujudkan 
sekolah menengah kejuruan yang bermutu. 
Guru adalah pelaksana kegiatan inti (core 
business) sekolah menengah kejuruan yaitu 
proses pembelajaran yang akan menentukan 
kualitas lulusannya. Pustakawan adalah 
sumber daya akademik yang memberikan 
layanan sumber pembelajaran tekstual untuk 
mendukung kegiatan akademik/ pembelajar-
an. Laboran adalah sumberdaya akademik 
yang mendukung kegiatan akademik/ pem-
belajaran siswa/mahasiswa pada skala labo-
ratorium sebagai kelanjutan atau membuk-
tikan berbagai teori yang telah dipelajari 
melalui pembelajaran literatur. Tenaga 
administrasi adalah kegiatan pendukung, a-
gar kegiatan akademik/pembelajaran di 
sekolah menengah kejuruan, baik adminis-
trasi akademik maupun administrasi non 
akademik dapat berjalan dengan baik.  
Kepuasan pelanggan internal sekolah 
menengah kejuruan pada dasarnya adalah 
jika mereka dapat bekerja atau menjalankan 
tugas dengan dukungan fasilitas, sarana dan 
prasarana yang memadai, mendapatkan 
kompensasi yang layak atas kinerja yang 
telah diberikan, baik dalam bentuk finansial, 
material maupun non material serta kesejah-
teraan secara luas. Sebagai wujud atau bukti 
adanya kepuasan pelanggan internal sekolah 
adalah para Guru, pustakawan, laboran, dan 
tenaga administrasi menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik, sesuai sistem, pro-
sedur dan tata kerja yang telah ditentukan. 
Dengan adanya kepuasan pelanggan internal 
ini diharapkan mereka dapat mewujudkan 
kepuasan terhadap pelanggan eksternal 
sekolah. 
Proses menuju sekolah bermutu ter-
padu, maka kepala sekolah, komite sekolah, 
para guru, staf, siswa dan komunitas sekolah 
harus memiliki obsesi dan komitmen ter-
hadap mutu, yaitu pendidikan yang bermutu. 
Memiliki visi dan misi mutu yang difokus-
kan pada pemenuhan kebutuhan dan hara-
pan para pelanggannya, baik pelanggan in-
ternal, seperti guru dan staf, maupun 
pelanggan eksternal seperti siswa, orang tua 
siswa, masyarakat, pemerintah, pendidikan 
lanjut dan dunia usaha.  
Oleh karena itu, upaya mewujudkan 
sekolah yang bermutu terpadu dituntut 
untuk berfokus kepada pelanggannya, ada-
nya keterlibatan total semua warga sekolah, 
adanya ukuran baku mutu pendidikan, me-
mandang pendidikan sebagai sistem dan me-
ngadakan perbaikan mutu pendidikan ber-
kesinambungan. 
 
Keterlibatan total semua warga sekolah 
Keterlibatan total semua warga 
sekolah berarti sekolah dalam hal ini kepala 
sekolah menyusun organisasi, menganlisis 
jabatan dan pekerjaan, menyusun uraian tu-
gas, menempatkan orang sesuai latar bela-
kang pendidikan dan keahliannya serta 
sesuai dengan beban tugas dan pekerjaannya 
secara merata. Semua warga sekolah diberi-
kan tugas dan fungsi sesuai keahliannya, 
sesuai bakat dan minatnya. Sebesar atau 
sekecil apapun, semua warga sekolah harus 
dilibatkan, diberikan tugas, peran dan fungsi 
dalam peningkatan mutu sekolah, mulai dari 
kepala sekolah itu sendiri, komite sekolah, 
para guru, staf tata usaha, pustakawan, 
laboran, siswa dan orang tua. 
Pelibatan semua warga sekolah itu 
harus berlangsung mulai dari planning, 
organizing, staffing, directing, commanding, 
coordinating, communicating, budgeting, 
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leading, motivating, compensating dan 
sampai kepada controlling. Dengan pelibat-
an tersebut, maka mereka akan menjalankan 
tugas, peran dan fungsi serta pekerjaannya 
dengan penuh tanggung jawab dan penuh 
komitmen. Pelibatan semua warga sekolah 
adalah merupakan bentuk pemberian ke-
puasan kepada pelangan internal agar me-
reka mau dan mampu memberikan layanan 
pendidikan yang memuaskan bagi pelangan 
eksternalnya. Pelibatan warga sekolah itu 
dalam seluruh proses atau kegiatan.  
Bentuk-bentuk keterlibatan guru dan 
karyawan sekolah dalam peningkatan mutu 
sekolah dapat berupa saran, baik secara pri-
badi maupun kelompok, baik atas permin-
taan pimpinan ataupun atas inisiatif sendiri, 
dibentuknya tim pemecahan masalah baik 
atas inisiatif kelompok maupun atas permin-
taan pimpinan, terbentuknya komite perbai-
kan mutu sekolah secara berkesinambungan, 
terbentuknya gugus kendali mutu sekolah 
dan terbentuknya kelompok-kelompok kerja 
dalam peningkatan mutu sekolah. Keberha-
silan pemberdayaan guru dan karyawan pa-
da suatu sekolah ditandai bahwa pekerjaan 
mereka milik mereka sendiri, meraka beker-
ja, menjalankan tugas dan fungsinya secara 
bertanggung jawab, mereka memahami be-
tul posisi mereka berada dan mereka memi-
liki pengendalian atas pekerjaan mereka.  
 
Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Me-
nengah Kejuruan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
sebagai institusi pendidikan menengah di 
dalam memenuhi visi dan misinya selalu di-
hadapkan pada dinamika perubahan baik se-
cara internal maupun eksternal terutama di-
dalam menghadapi perubahan global yang 
terjadi pada saat ini. Untuk menghadapi 
perubahan tersebut kemampuan untuk mela-
kukan evaluasi diri (self evaluation) merupa-
kan hal yang terpenting. Evaluasi yang per-
lu dilakukan adalah dalam penataan kegia-
tan manajemen administrasi dan tata kerja 
secara berkala dan konsistensi merupakan 
hal terpenting untuk mencapai keberhasilan 
didalam memenuhi visi dan misi. 
Strategi yang perlu dilakukan adalah per-
tama melakukan evaluasi diri secara menyelu-
ruh, yang kedua dengan melakukan bench-
marking untuk mendapatkan gambaran per-
bandingan, dan yang ketiga adalah komit-
men seluruh komponen untuk melakukan 
evaluasi diri dan memperbaikinya bila terda-
pat kesalahan. 
Oleh karena itu untuk menjaga ke-
langsungan proses belajar mengajar perlu 
adanya divisi atau unit yang berfungsi untuk 
mengevaluasi seluruh kegiatan yang berhu-
bungan dengan proses belajar mengajar. Un-
tuk menjaga kualitas proses belajar meng-
ajar yang telah ditentukan diperlukan ada-
nya divisi penjaminan mutu.  Berdasarkan pa-
da suatu studi untuk mempertahankan mutu 
bagi lembaga pendidikan yang menghasilkan 
lulusan yang baik. di SMK perlu dikem-
bangkan divisi penjaminan mutu (Quality 
Assurance) atau sering disingkat QA. 
Dasar hukum penyelenggaraan Penja-
minan Mutu adalah PP No. 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 
91 yang disebutkan bahwa: 
1) Setiap satuan pendidikan pada jalur for-
mal dan nonformal wajib melakukan pen-
jaminan mutu pendidikan. 
2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional 
Pendidikan. 
3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dilakukan se-
cara bertahap, sistematis, dan terencana 
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dalam suatu program penjaminan mutu 
yang memiliki target dan kerangka waktu 
yang jelas 
SMK merupakan lembaga pendidikan 
yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan 
berbasis pada kompetensi masih belum mem-
punyai sistem untuk memantau dan meng-
evaluasi seluruh proses. SMK juga merupakan 
lembaga pendidikan menengah bergerak dibidang 
jasa. Industri jasa yang bermutu adalah in-
dustri jasa yang dapat memuaskan pelang-
gan. Pelanggan SMK dibagi menjadi 2 yaitu 
pelanggan eksternal dan internal. Pelang-
gan eksternal meliputi siswa, orangtua, dan 
pemakai lulusan, sedang pelanggan inter-
nal guru dan administrasi. Penjaminan Mutu 
yang akan dibentuk di SMK mempunyai 
rencana untuk membuat sistem yang dapat 
memuaskan dan mengevaluasi kepuasaan 
pelanggannya. 
Sistem Penjaminan Mutu merupakan 
strategi untuk meningkatkan kualitas SMK. 
Diharapkan dengan penerapan Sistem Penja-
minan Mutu (SPM) hendaknya merupakan 
strategi dan dorongan dari SMK tersebut 
untuk tumbuh dan berkembang sesuai de-
ngan kebutuhan. SPM merupakan kegiatan yang 
terinstitusi dalam bentuk prosedur standar orga-
nisasi, dengan melibatkan pihak-pihak luar. 
Setiap SMK tentunya mempunyai 
karakteristik, ukuran, struktur, sumber daya, 
visi dan misi, sejarah serta kepemimpinan 
yang berbeda-beda. Dimasa mendatang, ek-
sistensi suatu SMK akan dinilai oleh stake-
holders (siswa, orang tua, dunia kerja, guru, 
pemerintah, tenaga penunjang, serta pihak-
pihak lain yang berkepentingan). Agar eksis-
tensinya terjamin, maka SMK harus menja-
lankan mutu pendidikan menengah yang 
diselenggarakannya. 
Berdasarkan konsep penjaminan mutu, 
bahwa kualitas SMK dinyatakan bermutu 
apabila SMK tersebut mampu menetapkan 
dan mewujudkan visinya melalui pelaksana-
an misinya berupa, kebutuhan kemasyarakat-
an (societal needs), kebutuhan dunia kerja 
(industrial needs), kebutuhan profesional 
(profesional needs) 
Dengan demikian SMK harus mampu 
merencanakan, menjalankan, dan mengenda-
likan suatu proses yang menjamin pencapaian 
mutu sesuai standar dan sejumlah aspek yang 
disebut dalam butir-butir mutu, diantaranya: 
kurikulum program studi; sumber daya 
manusia (guru dan tenaga penunjang); siswa; 
Proses pembelajaran; Prasarana dan sarana; 
Keuangan; Tata pamong (governance); 
Manajemen Lembaga (institutional man-
agement); Sistem Informasi. 
Tidak ada standar mutu yang universal. 
Standar mutu disusun sendiri oleh setiap 
institusi, kecuali yang sudah diatur oleh yang 
lebih atas. Standar mutu disusun mengenai 
berbagai hal atau aspek yang dianggap 
penting oleh institusi yang bersangkutan. 
Standar mutu ditentukan pada tingkat 
minimum yang dikehendaki, sehingga 
mampu dilaksanakan dan dipertahankan. 
Penilaian terhadap standar mutu dilakukan 
secara berkala melalui “audit internal”,  mi-
salnya pada tiap akhir semester. 
Secara umum siklus penetapan standar 
mutu dapat dilihat pada Gambar 1, sehingga 
upaya-upaya SMK dalam merumuskan stan-
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untuk Peningkatan 
Standar Mutu 
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Penjaminan mutu SMK dijalankan 
melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam 
suatu proses sebagai berikut. (1) SMK harus 
menetapkan visi dan misi SMK yang 
bersangkutan; (2) Berdasarkan visi dan misi 
SMK tersebut, setiap Jurusan yang ada di 
SMK harus menetapkan visi dan misinya; 
(3) Visi setiap jurusan kemudian dijabarkan 
oleh jurusan terkait menjadi serangkaian 
standar mutu pada setiap butir mutu; (4) 
Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan 
dengan meramu visi SMK dan kebutuhan 
stakeholders. Sebagai standar, rumusannya 
harus spesifik dan terukur; (5) SMK mene-
tapkan organisasi dan mekanisme kerja pen-
jaminan mutu; (6) SMK melaksanakan pen-
jaminan mutu dengan menerapkan mana-
jemen kendali mutu model PDCA (Plan, Do, 
Check, Action) yang akan menghasilkan pe-
ngembangan mutu SMK secara berkelanju-
tan; dan (7) SMK mengevaluasi dan mere-
visi standar mutu melalui benchmarking se-
cara berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 2. 
Dahulu SMK tidak banyak dan lulusan 
yang dihasilkan sangat kurang bila 
dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga 
semua dapat terserap lapangan kerja meski-
pun mutunya kurang memadai. Untuk me-
menuhi kebutuhan yang begitu besar makin 
banyak SMK didirikan, baik negeri dan 
swasta, maka banyak SMK yang berusaha 
menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya un-
tuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga mutu 
akhirnya yang dikorbankan. 
Sekarang pendidikan harus berorientasi 
pasar, sehingga bila lulusan yang dihasilkan 
kurang bermutu tentu tidak akan terserap 
oleh lapangan kerja. Seyogyanya SMK di 
Indonesia juga berorientasi ke pasar global,  
untuk itu SMK perlu selalu meningkatkan 
daya saing  dengan menawarkan: program 
pendidikan yang khas yang tidak persis sama 
dengan yang ada di SMK lain, program-pro-
gram yang lentur, sehingga mudah dise-
suaikan dengan permintaan pasar, dan biaya 
yang relatif murah, dengan mutu yang tinggi. 
Ilustrasi beberapa akreditasi/ peni-
laian yang diterapkan terhadap SMK seba-
gai bagian dari penjaminan mutu dapat 
dilihat pada Tabel 1 
 
Tabel 1. Ilustrasi beberapa akreditasi/penilaian yang diterapkan terhadap SMK 
Kegiatan Fungsi Sifat Lembaga 
Akreditasi 
Kontrol dan Audit Mutu SMK 
secara Eksternal 
Wajib BAN - SM 
Penjaminan 
Mutu (QA) 






Prinsip dasar dari setiap Sistem Mana-
jemen Mutu menggunakan konsep perbaikan 
berlanjut (continual improvement), dengan 
menerapkan model “Plan-Do-Check-Act” 
yang diperkenalkan oleh Deming. Hal ini 
yang melandasi konsep manajemen kendali 
mutu pendidikan di SMK melalui model 
PDCA tersebut. 
Dalam tahap "check" pada manajemen 
kendali mutu berbasis PDCA, terdapat titik-
titik kendali mutu (quality check-points) 
dimana setiap orang pelaksana SMK harus 
mengaudit hasil pelaksanaan tugasnya 
dengan standard mutu yang telah ditetapkan. 
Sebagai contoh tindakan test formatif yang 
dilakukan pada akhir setiap pokok bahasan, 
merupakan titik kendali mutu dalam pro-
ses pembelajaran, yang dilakukan untuk 
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mengaudit apakah standard mutu pembela-
jaran sebagaimana dirumuskan dalam bentuk 
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) telah dapat 
tercapai. 
Apabila hasil audit ternyata positif 
dalam arti telah mencapai standard mutu 
sebagaimana dirumuskan dalam TIK, maka 
pada proses perencanaan (Plan, P dalam 
PDCA) berikutnya standar mutu tersebut 
harus ditinggikan, sehingga akan terjadi 
kaizen mutu SMK. 
Sedangkan apabila hasil evaluasi ter-
nyata negatif, dalam arti standar mutu seba-
gaimana dirumuskan dalam TIK belum atau 
tidak tercapai, maka harus dilakukan tinda-
kan (Action, A dalam PDCA) agar standard 
mutu dapat tercapai. Sebagai contoh, apabila 
test formatif ternyata menunjukkan hasil 
dibawah TIK, maka guru harus melakukan 
action yang dapat berupa pengulangan po-
kok bahasan terkait sampai TIK dapat ter-
capai. Oleh sebab itu, menetapkan titik-
titik kendali mutu (quality check points) 
pada setiap satuan kegiatan dalam mana-
jemen kendali mutu berbasis PDCA, meru-
pakan conditio sine qua non atau a must 
Agar penjaminan mutu pendidikan 
menengah di SMK dapat dilaksanakan, ma-
ka terdapat beberapa prasyarat yang harus 
dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu 
tersebut dapat tercapai tujuannya, yaitu 
komitmen, perubahan paradigma dan sikap 
mental para pelaku proses pendidikan mene-
ngah, serta pengorganisasian penjaminan 




Kesimpulan dari rancangan imple-
mentasi penjaminan mutu untuk peningkat-
kan mutu lulusan sekolah menengah keju-
ruan ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu: 
(1) Adanya komitmen pimpinan terhadap 
peningkatan mutu; (2) Perlu dibentuk Unit 
atau divisi penjaminan mutu di setiap SMK; 
(3) Sumber daya manusia yang terlibat da-
lam penjaminan mutu harus diberi pelatihan 
tentang konsep penjaminan mutu, pembuat-
an SOP dan Manual Mutu, dan Audit Aka-
demik; (4) Pemerintah Provinsi mensupervi-
si dan membantu SMK yang berada di ba-
wah kewenangannya untuk meyelenggara-
kan atau mengatur penyelenggaraannya da-
lam melakukan penjaminan mutu; (5) 
Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi 
dan membantu SMK yang berada di bawah 
kewenangannya untuk meyelenggarakan 
atau mengatur penyelengga-raannya dalam 
melakukan penjaminan mutu; (6) BAN-S/M 
memberikan rekomendasi penjaminan mutu 
pendidikan kepada program dan/atau SMK 
yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah; (7) Lembaga Penja-
min Mutu Pendidikan (LPMP)  mensuper-
visi dan membantu SMK dalam melakukan 
upaya penjaminan mutu pendidikan; (8) 
Gagasan atau Rancangan implementasi pen-
jaminan mutu di SMK yang saya usulkan 
dapat dilihat pada Gambar 3. 




























Gambar 3. Rancangan Implementasi Penjaminan Mutu di SMK 
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